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PUTUSAN
Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Serdang
Kuring Rt/Rw 002/004 Kecamatan Bahuga Kabupaten Way
Kanan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari
2022 memberikan Kuasa Kepada Sapril Eka Putra, SH, yang
berkantor di Raman Agung kec. Buay Madang Timur kab. OKU
Timur Prov. Sum Sel, sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani,
tempat kediaman di Desa Serdang Kuring Rt/Rw 002/004
Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2022
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Bbu,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah Menikah secara Sah menurut
Hukum dan Syariat Islam pada Hari Selasa 22 November 2011 di Desa
Serdang Kuring Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, sesuai Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/II/XI/2011. selanjutnya setelah menikah
sampai kurang lebih Tiga Tahun Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di Desa Serdang Kuring Kec. Bahuga Kab. Way Kanan di rumah kediaman
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orang Tua Penggugat dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di
kediaman bersama di Desa Serdang Kuring Kecamatan Bahuga;

2. Bahwa selama melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagai suami istri dan telah di karuniai seorang anak Laki-laki
yang bernama (Ahmad Baitunasir) yang saat ini berumur 6 Tahun dan
dalam Pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa awal Pernikahan dari Bulan November 2011 sampai April 2012
kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan normal
rukun dan damai, namun Sejak Bulan Mei 2012 sering terjadi percecokan
dan keributan;

4. Bahwa penyebab dan alasan terjadinya percecokkan di karenakan
Tergugat kurang bisa menghargai kedua Orang Tua Penggugat ( setelah
Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri Tergugat Tidak Pernah
mau Bersilahturahmi Kerumah Orang Tua Penggugat), sering berbicara
kasar ( baik dengan Penggugat maupun dengan Orang Tua Penggugat)
dan Egois mau menang sendiri serta tidak peduli lagi terhadap Penggugat;

5. Bahwa sikap dan kebiasaan Tergugat tidak berubah dan masih sering
terjadi keributan, dan sekitar Bulan September 2021 Penggugat pergi
meninggalkan rumah dan hingga saat ini penggugat tinggal di rumah Orang
Tua Penggugat di Desa Serdang Kuring Kecamatan Bahuga;

6. Bahwa setelah Penggugat meninggalkan Rumah dan tinggal di rumah
Orang Tuanya di Desa serdang kuring, orang Tua Penggugat beberapa kali
berusaha menasehati Tergugat untuk mencoba memperbaiki hubungan
Rumah Tangganya namun Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk
memperbaiki Rumah Tangga bahkan malah berbicara kasar kepada Orang
Tua Penggugat dan mempersilahkan Penggugat untuk mengurus
Perceraian;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah Lima Bulan lamanya tanpa
di beri Nafkah Lahir dan Batin maka dengan ini Penggugat telah bertekad
dan berketetapan hati untuk Menceraikan Tergugat.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Lembaga Perkawinan yang

sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling
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menghargai, menyayangi, saling peduli dan saling membantu serta
mendidik satu sama lain tidak lagi di dapatkan oleh Penggugat, maka
sesuai ketentuan Undang-undang No 01 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (6) Jo
Peraturan Pemerintah No 09 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (b) telah terdapat
cukup alasan Hukum untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan
Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena
Perceraian.

3. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum yang berlaku.

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berkendak lain, Penggugat Memohon Putusan yang

seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang
lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan,
meskipun berdasarkan Relaas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan
suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya
perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut
tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;
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Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan
surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan
jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novi Setiani yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Way Kanan Nomor 1808056611970001 tanggal 25
September 2017 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, Nomor 132/11/X1/2011
Tanggal 22 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Rt/Rw 004/004 Kampung

Serdang Kuring Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, saksi adalah

Ibu Kandung Penggugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita

acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan

Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah milik bersama di Desa Serdang Kuring Rt/Rw 002/004
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Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan sampai dengan mereka
berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak tahun sejak bulan Mei tahun 2012;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat kurang bisa menghargai kedua
Orang Tua Penggugat ( setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah sendiri Tergugat Tidak Pernah mau Bersilahturahmi Kerumah
Orang Tua Penggugat), sering berbicara kasar ( baik dengan
Penggugat maupun dengan Orang Tua Penggugat) dan Egois mau
menang sendiri serta tidak peduli lagi terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5
(lima) bulan yang lalu;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah
lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan
perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;
Saksi 2, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Rt/Rw 003/003 Kampung Serdang Kuring Kecamatan
Bahuga Kabupaten Way Kanan, saksi adalah Tetangga Penggugat,
identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
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- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan
Jejaka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah milik bersama di Desa Serdang Kuring Rt/Rw 002/004
Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan sampai dengan mereka
berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak tahun sejak bulan Mei tahun 2012;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat kurang bisa menghargai kedua
Orang Tua Penggugat ( setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah sendiri Tergugat Tidak Pernah mau Bersilahturahmi Kerumah
Orang Tua Penggugat), sering berbicara kasar ( baik dengan
Penggugat maupun dengan Orang Tua Penggugat) dan Egois mau
menang sendiri serta tidak peduli lagi terhadap Penggugat;

- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5
(lima) bulan yang lalu;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah
lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan
perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan

menerima dan membenarkan;
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Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya
secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan
tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Blambangan
Umpu menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok
perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan
Agama Blambangan Umpu serta kedudukan hukum para pihak (legal standing)
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2
berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat serta
Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. Kedua alat bukti
tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan
demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat bertempat
tinggal di wilayah Kabupaten Way Kanan dan antara Penggugat dengan
Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan
Agama KUA Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan dan belum pernah
bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama
Islam dan perkara aquo merupakan perkara perkawinan, perkawinannya
dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan
Agama KUA Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, Penggugat pun
berdomisili di wilayah Kabupaten Way Kanan, Maka Pengadilan Agama
Blambangan Umpu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini
sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.
Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan di
atas Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para
pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat,
Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan
sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada
Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana
ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam,
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka perkara a quo tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur
dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan,
meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran
Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara a quo dapat diperiksa
dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai
Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bisa menghargai
kedua Orang Tua Penggugat ( setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah sendiri Tergugat Tidak Pernah mau Bersilahturahmi Kerumah Orang Tua
Penggugat), sering berbicara kasar ( baik dengan Penggugat maupun dengan

Orang Tua Penggugat) dan Egois mau menang sendiri serta tidak peduli lagi
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terhadap Penggugat. serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah
rumah 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim
berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan
menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja
tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya
pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut, namun oleh
karena perkara aquo perceraian maka Penggugat dibebankan bukti-bukti yang
cukup selain itu Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi
keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli figih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul
Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar lhya' At Turats, Beirut tahun 1984
Masehi yang berbunyi:
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Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian
enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang
yang dholim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo perkara perceraian,
meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan bukanlah satu-satunya alasan
untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan Majelis Hakim harus pula
mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat
sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal
134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam sifat dan

penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
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dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah

ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam

rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan
orang terdekat yaitu: Suharni binti Kamtimo dan Mey Haryadi bin Sagiman,
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terdapat
kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan keluarga dan orang dekat
Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling
bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan
Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para
saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat
bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti
yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada
22 November 2011, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan
telah dikaruniai seorang anak,;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan
harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bisa
menghargai kedua Orang Tua Penggugat ( setelah Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah sendiri Tergugat Tidak Pernah mau Bersilahturahmi Kerumah
Orang Tua Penggugat), sering berbicara kasar ( baik dengan Penggugat
maupun dengan Orang Tua Penggugat) dan Egois mau menang sendiri serta
tidak peduli lagi terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 5 (lima) bulan, dan
selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan
hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
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- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan
Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi
merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak
ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti
bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah
5 (lima) bulan, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan
Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis
Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus
dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut
dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikatagorikan sebagai
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan,
sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga
yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
serta sebagaimana daI?m al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi:

G5 2R 3 Y Alls A O 3a3 55 8355 K Jas s gl 150015 5 31 Al B2 K1 GBI G =asle (e
Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
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dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk
hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada
ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang
lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang
terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan
Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum
sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat
patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul), dan belum pernah
bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan

dalil-dalil syara’ yang berhubungan dengan perkara ini;
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MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 21
Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah,
oleh kami, Ade Firman Fathoni, S.H.l., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Santri
Ayu Rahmawati, S.H.l. dan Muhammad Irsan Nasution, S.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim
Anggota yang sama dibantu oleh Hastuti Yeni. HS, S.H. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ade Firman Fathoni, S.H.l., M.Si.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I. Muhammad Irsan Nasution, S.H.
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Panitera Pengganti

Hastuti Yeni. HS, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran ‘Rp  30.000,00
- Biaya Proses :Rp  50.000,00
- Biaya Panggilan :Rp1.050.000,00

- Biaya Redaksi :Rp  10.000,00
- PNBP :Rp  20.000,00
- Biaya Meterai :Rp  10.000,00
Jumlah :Rp1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
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